
 
 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 745/Kep.179-Kesra/2025 

TENTANG 
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL DULAG ISTIMEWA 1446 H  

 
GUBERNUR JAWA BARAT,  

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memelihara kearifan lokal dan 
merayakan kemenangan umat Islam setelah sebulan 
berpuasa di bulan Ramadhan 1446 H di Provinsi Jawa 
Barat, diselenggarakan Festival Dulag Istimewa 1446 H 
yang melibatkan penabuhan beduk dan kumandang 
takbir, serta diikuti oleh berbagai komunitas dan 
kelompok masyarakat; 

b. bahwa agar kegiatan Festival Dulag Istimewa 1446 H 
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a 
dapat dilaksanakan dengan baik, perlu membentuk 
panitia yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia 
Pelaksana Festival Dulag Istimewa 1446 H; 

   
Mengingat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6866);  

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 
Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 125); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, 
Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai 
Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175); 

   
  MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA 

FESTIVAL DULAG ISTIMEWA 1446 H. 
KESATU : Panitia Pelaksana Festival Dulag Istimewa 1446 H yang 

selanjutnya disebut Panita Pelaksana Festival Dulag, dengan 
susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

KEDUA : Panitia Pelaksana Festival Dulag sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan 
rangkaiaan kegiatan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Festival Dulag mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana penyelenggaraan; 
b. pengoordinasian dengan pihak terkait, baik di tingkat 

pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 
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c. penyiapan tempat penyelenggaraan, sarana, akomodasi, 
dan perlengkapan; 

d. pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan 
Festival Dulag Istimewa 1446 H; dan 

e. penyusunan laporan penyelenggaraan. 
KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan 
Diktum KETIGA, dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Barat; dan  
b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2025 

 
 GUBERNUR JAWA BARAT, 
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 LAMPIRAN I 
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

 NOMOR 745/Kep.179-Kesra/2025 
 TENTANG   
 PANITIA PELAKSANA FESTIVAL DULAG 

ISTIMEWA 1446 H 
 
 

SUSUNAN PERSONALIA  
 
 
I. Pembina  : 1. Gubernur Jawa Barat. 

2. Wakil Gubernur Jawa Barat. 
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
III. Pelaksana   
 1. Ketua   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

 2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Barat. 

 3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 4. Sekretaris  : Kepala Biro Administrasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 5. Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

 6. Sekretaris II : Kepala Bagian Tata Usaha Pada Biro 
Administrasi Pimpinan Pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 7. Bendahara  : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

 8. Wakil Bendahara  : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan 
Aset pada Biro Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

IV. Bidang-Bidang   
 1. Bidang Kesekretariatan 
 a. Ketua 

 
 
 

b. Wakil Ketua 
 
 
 

c. Anggota 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

H. E Agus Ismail, S.Sos., M.Pd. (Analis 
Kebijakan Ahli Madya Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat).  
Sofyan Permana Putra, S.I.Kom (Pranata 
Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pada 
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

1. M.D. Syahrul Ramdhani,S.Sos. (Analis 
Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

2. Anton Rachdiat Purwanto Sudarjat, 
M.Kom, S.Kom (Pengelola Pemberdayaan 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada 
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 
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3. Habyl Maulana Malik Jabbar, S.Tr.IP 
(Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) 

4. Asep Ridwan, S.AP (Pengelola Data pada 
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

5. Ovi Rizki Oktavianti, S.AP (Pengelola 
Bantuan Keagamaan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 

 2. Bidang Akomodasi dan Konsumsi 
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua  

 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
: 

Kepala Urusan Dalam pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
Asep Achjar Adimihardja, S.H, M.A.P (Analis 
Kebijakan Ahli Muda pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 

1. Fiky Hilman Andiar, S.Sos (Analis 
Masalah Sosial pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

2. Haris Hendra Gunawan, M.Ag. (Pengelola 
Data Persandian pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 

3. Yuyu Rahayu, S.E. (Pengelola Data 
Statistik pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). 

4. Anggela Amalia, S.Sos. (Pengelola 
Bantuan Keagamaan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 

 3. Bidang Upacara dan Protokol 
 a. Ketua 

 
 

b. Wakil Ketua 
 
 

c. Anggota 

: 
 
 
: 
 
 
: 

Bayu Umbara, S.STP. (Kepala Bagian 
Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). 
Mamat Rahmat, S.Pd., M.Ag (Analis 
Kebijakan Ahli Muda pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 
1. Encep Nurzaman, S.Ag., M.AP (Analis 

Sarana Prasarana Ibadah Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

2. Agus Suryana, S.Pd. (Analis Pendidikan 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

3. Yunita Puspita Sari S, S.S.T. (Analis 
Pelayanan Sosial Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 
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4. H. Herman Suherman 
(Pengadministrasi Umum pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat) 

 4. Bidang Kesehatan 
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua  

 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
: 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Barat 
Muftiah Yulismi, S.Psi. (Analis Kebijakan 
Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). 
1. Suyitno, S.E. (Pengelola Pelayanan 

Kesehatan pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat). 

2. Enung Komariah, S.I.P. (Pengolah Data 
Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem 
Keuangan pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat). 

3. Nyi Mas Rina Refliany, S.Sos. (Analis 
Dampak Sosial pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat). 

4. Ade Irawan, S.Tr. Sos. (Pengelola Data 
Layanan Informasi Dan Edukasi Publik  

5. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

 5. Bidang Keamanan  
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua  

 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
: 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Jawa Barat. 
Juan, S.A.P. (Analis Tenaga Kerja pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 
1. Yulianto Munandar, S.E., M.A.P 

(Pengelola Keuangan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

2. Tuky Kustiyana, S.E. (Analis 
Kepemudaan pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat). 

3. Ammy Hamidah, S.Ak. (Pengelola 
Kesejahteraan Sosial pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 
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 6. Bidang Dokumentasi dan Publikasi 
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua 

 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
: 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Barat. 
Muhammad Hanif, S.E. (Analis Kebijakan 
Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). 
1. Yusi Anggraeni, S.I.P. (Analis Data dan 

Informasi pada Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat). 

2. Imas Sukaesih, S.I.P. (Penyusun Bahan 
Pembinaan Keagamaan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat) 

3. Memet Ahmadipraja, S.H. (Pengelola 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

 7. Bidang Perhubungan dan Transportasi 
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua 

 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
: 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 
Barat. 
Deddy Nurhendy, S.Ag. (Analis Transportasi 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 
1. Tati Suharyani, S.A.P. (Analis 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

2. Herman Suherman, A.Md.S.T. 
(Penyusun Bahan Pengembangan 
Program Keagamaan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

3. Didin Setiawan, S.E. (Pengelola 
Bantuan Pendidikan pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

4. Susi Susilawati, S.A.P. (Analis Budaya 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

 8. Bidang Kebersihan Lingkungan 
 a. Ketua 

 
b. Wakil Ketua 

 
 
 

c. Anggota 

: 
 
: 
 
 
 
: 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat. 
Imas Indrawati, S.Sos., M.M. (Analis 
Kebijakan Ahli Muda Pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat). 
1. Yadi Kusmayadi, S.Pd., M.M. 

(Perencana Ahli Muda pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 
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2. Neni Nuriyah Nurfaridah, S.Ag., M.A.P. 
(Analis Bina Kehidupan Agama pada 
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

3. Cucu Kustia, S.Sos. (Pranata Bencana 
pada Biro Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Barat). 

4. Noviyanti, S.E., M.Si. (Analis Sumber 
Daya Manusia Apratur pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat). 

 
 GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D83A5F8DC

1D83A5F8DC



- 9 - 
 

 
 

 LAMPIRAN II 
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT 

 NOMOR 745/Kep.179-Kesra/2025 
 TENTANG   
 PANITIA PELAKSANA FESTIVAL DULAG 

ISTIMEWA 1446 H 
 
 

URAIAN TUGAS  
 

I Pembina: 
a. memberikan pembinaan kepada Panita Pelaksana Festival Dulag; dan 
b. memberikan arahan kebijakan umum penyelenggaraan Festival Dulag 

Istimewa 1446 H. 
II Pengarah: 

memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan penyelenggaraan 
Festival Dulag Istimewa 1446 H 

III Pelaksana 
 1. Ketua: 

a. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan Festival Dulag 
Istimewa 1446 H; 

b. menetapkan pembagian tugas Panitia Pelaksana penyelenggaraan 
Festival Dulag Istimewa 1446 H; 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Barat; dan  

d. bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat. 
2. Wakil Ketua: 

a. membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H; dan 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Ketua. 

3. Sekretaris: 
a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pelaksana; 
b. memimpin Kesekretariatan;  
c. menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Festival 

Dulag Istimewa 1446 H untuk disampaikan kepada Ketua; dan 
d. memfasilitasi seluruh kegiatan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

4. Sekretaris I dan Sekretaris II 
a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi 

penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H; dan 
b. membantu Sekretaris Umum dalam mengumpulkan bahan dan 

menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Festival 
Dulag Istimewa 1446 H. 

5. Bendahara: 
a. menyusun rencana penggunaan anggaran penyelenggaraan Festival 

Dulag Istimewa 1446 H dan admimistrasi pelaksanaan; dan 
b. melaksanakan administrasi keuangan penyelenggaraan Festival 

Dulag Istimewa 1446 H dan admimistrasi pelaksanaan. 
6. Wakil Bendahara: 

a. membantu Bendahara dalam menyusun rencana penggunaan 
anggaran penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H dan 
admimistrasi pelaksanaan; dan 

b. membantu Bendahara dalam melaksanakan administrasi keuangan 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H dan admimistrasi 
pelaksanaan.  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
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IV Bidang-Bidang 

1. Bidang Sekretariat: 
a. Ketua: 

menggoordinasikan administrasi kesekretariatan dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan administrasi 
kesekretariatan dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 
1446 H. 

c. Anggota: 
1) menyusun administrasi kesekretariatan yang diperlukan; dan  
2) mengarsipkan semua jenis dokumen selama persiapan 

menggoordinasikan administrasi kesekretariatan dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

2. Bidang Akomodasi dan Konsumsi: 
a. Ketua: 

menggoordinasikan akomodasi dan konsumasi dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan akomodasi dan 
konsumasi dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) menginventarisasi dan menata sarana dan prasarana yang 

dipergunakan penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H; 
2) mengatur akomodasi dan konsumsi; 
3) menyusun jadwal dan tempat konsumsi; dan  
4) berkoordinasi dengan aparat keamanan dan kesehatan. 

3. Bidang Upacara dan Protokol 
a. Ketua: 

menggoordinasikan upacara dan protokol dalam penyelenggaraan 
Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan upacara dan protokol 
dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) menyusun rincian acara, perangkat dan pelaku Festival Dulag 

Istimewa 1446 H; dan  
2) berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain Bagian Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
4. Bidang Kesehatan:   

a. Ketua: 
menggoordinasikan kesehatan dalam penyelenggaraan Festival 
Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan kesehatan dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan 
2) menyusun jadwal dan tempat pelayanan kesehatan. 

 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D83A5F8DC

1D83A5F8DC



- 11 - 
 

 
 

5. Bidang Keamanan:  
a. Ketua: 

menggoordinasikan keamanan dalam penyelenggaraan Festival 
Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan keamanan dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan keamanan; 
2) menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban; dan 
3) menyusun jadwal dan tempat pelayanan keamanan; 

6. Bidang Dokumentasi dan Publikasi: 
a. Ketua: 

menggoordinasikan dokumentasi dan publikasi dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan dokumentasi dan 
publikasi dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) mempersiapkan dokumentasi dan publikasi Festival Dulag 

Istimewa 1446 H; 
2) mempublikasikan penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 

H pada media cetak, elektronik dan media lainya; dan 
3) mendokumentasikan penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 

1446 H;  
7. Bidang Perhubungan dan Transportasi: 

a. Ketua: 
menggoordinasikan perhubungan dan transportasi dalam 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan perhubungan dan 
transportasi dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 
H. 

c. Anggota: 
1) mengatur lalu lintas peserta Festival Dulag Istimewa 1446 H; 
2) mengatur sarana parkir dan arus lalu lintas di depan lokasi acara 

Festival Dulag Istimewa 1446 H; dan 
3) berkoordinasi dengan satuan pengamanan dan dinas terkait 

untuk kelancaran arus lalu lintas di lokasi acara Festival Dulag 
Istimewa 1446 H. 

8. Bidang Kebersihan Lingkungan: 
a. Ketua: 

menggoordinasikan kebersihan lingkungan dalam penyelenggaraan 
Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

b. Wakil Ketua: 
membantu Ketua dalam menggoordinasikan kebersihan lingkungan 
dalam penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

c. Anggota: 
1) mengatur kantung sampah di sekitar lokasi acara 

penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H; 
2) mengatur tenaga kebersihan di lokasi acara untuk dapat 

meminimalisasi sampah pada saat jam berbuka puasa di acara 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H; dan    
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3) berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membuat rambu-
rambu kebersihan dan informasi tempat sampah di lokasi acara 
penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa 1446 H. 

 
 GUBERNUR JAWA BARAT, 
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